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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang.   
Tuhan Yang Maha Esa menganugrahi manusia akal budi dan nurani. 
Manusia mempunyai derajad yang luhur. Manusia mempunyai budi pekerti dan 
karsa yang merdeka sendiri. Semua orang sebagai manusia memiliki martabat dan 
derajat yang sama dan dengan demikian memiliki hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang sama.
1
  Hak – hak dasar tersebut disebut Hak Asasi Manusi ( HAM 
) dituangkan dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
kemudian disebut ( UUD NRI Tahun 1945 ) : Pasal 28I angka (1) Hak untuk hidup, 
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi daalam keadaan apaun. Pasal 28J angka (1) 
Setiap manusia wajib menghormati  hak asasi manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Angka (2) Dalam menjalani 
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang 
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksut semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  
Hukum merupakan suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-
tujuan,manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak.Seseorang dapat 
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menemukan asas-asas  umum  dari pembentukan struktur lingkungan kehidupan. 
Manusia dapat mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial 
yang nyata. Manusiabisa menemukan asalnya dan mengintegrasikan hal yang 
merupakan pokok yang harus dilakukan untuk memahaminya sebagai sesuatu 
sistem, tujuan-tujuan yang harmonis dan teratur. Bantuan analisa yang logis, akan 
menemukan asas-asas penyusunan hukum ( juridical organication ) tertentu yang 
mutlak sah, yang akan menentukan  xcen gan aman dalam memberikan penilaian 
tentang tujuan-tujuan yang manakah yang layak untuk mendapatkan pengakuan 
oleh hukum dan bagaimana tujuan-tujuan itu berhubungan satu sama lain secara 
hukum ( jularally related ).
2
 
 
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia 
yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat 
kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun dan 
siapapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi serta 
menghormati hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.
3
 
Pasca reformasi ini Indonesia masih melaksanakan pembaharuan di bidang 
hukum, terutama hukum pidana. Lebih khusus lagi kebijakan hukum pidana yang 
kemarin ramai diperbincang tentang pidana mati tindak pidana narkotika. Hampir 
semua media menyiarkan berita tentang sanksi pidana mati terhadap tindak pidana 
narkotika. Pihak setuju dan yang tidak, saling menyampaiakan argumentasi untuk 
memperkuat pendapatnya.  Perbedaan pandangan terhadap sanksi pidana mati 
dilatar-belakangi oleh berbagai macam alasan. Pihak yang setuju terhadap pidana 
mati di antaranya   :  
“ Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitik bertkan pada perlindungan 
kepentingan masyarakat, maka wajar konsep tetap mempertahankan jenis-jenis 
sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun 
pidana mati di dalam konsep tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan 
ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. 
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Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada 
pemikiran , bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diaadakan / digunakan 
hukum pidana ( sebagai salah satu sarana “ kebijakan kriminal” dan “ kebijakan 
sosial”). Pidama mati hakikatnya memang bukanlah sarana utama ( saraana pokok ) 
untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pemikiran demikian 
dapat diidentikkan dengan sarana “ amputasi “ atau “ operasi” di bidang kedokteran 
yang pada hakekatnya juga bukan sarana / obat yang utama, tetapi hanya 
merupakan upaya perkecualian sebagai sarana /obat terkhir”
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“ Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 butir (1) UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi 
kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Secara hukum, istilah HAM diatur 
dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No 39/1999. HAM merupakan bagian 
integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan hanya terkait suatu negara. Namun 
demikian, tidak berarti perwujudan HAM bisa dilaksanakan secara mutlak, karena 
akan dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak untuk sendiri 
atau untuk kepentingan orang lain, yang mengabaikan hak orang lain, juga 
merupakan tindakan yang potensial melanggar HAM. Hak-hak asasi kita selalu 
berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.
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Sanksi pidana mati tetap dipertahankan dan diperlukan untuk benteng 
terakhir dalam pencegahan dan perlindungan masyarakat dari tindakan kejahatan 
yang besar dan berat, kejahatan yang serius dan mengancam kehidupan manusia, 
termasuk pula sebagai peberian rasa takut kepada seseorang yang akan berbuat, 
serta suatu upaya untuk memberikan efek jera kepada penjahat besar atau berat.  
Pihak yang kontra menyatakan : 
“ Buat sebagian orang hukuman mati itusah apa lagi untuk penjahat narkoba atau 
bon Bali. Sikap ini menafikan konstitusi. Kalau demikian apa artinya konstitusi 
sebagai hukum dasar tertinggi ? Apa artinya kita meratifikasi Covenan on Civil and 
Polkitical Rights ?. Keyakinan agama dan politik sering mendikte sikap dan inilah 
yang terjadi dengan hukuman mati.)
6
 “ Hak itu tak diberikan oleh negara, hak itu 
tak diberikan oleh kostitusi, hak itu ada ketika seorang anak manusia 
menghembuskan nafasnya yang pertama ketika dia lahir sebagai manusia Negara 
bisa tidak ada, tetapi hak untuk hidup itu aka selalu ada. Jadi sumber „hak untuk 
hidup‟ bukanlah negara. Negara bukan tidak penting. Negara memainkan perang 
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yang sangat penting sebagai penjaga dan penjamin „hak untuk hidup‟ seperti yang 
ditulis dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi : 
Setiap orang berhak untuk hidup erta berhak unguk mempertahankanhidup dan 
kehidupan. Selanjutnya „ hak untuk hidup‟ ini oleh Pasal 28I ayat 1 dirumuskan 
sebagai hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadan apa pun, atau apa 
yang dikenal dalam literatur hak asasi manusia sebagai non-derogable human 
righata.)
7
 
 
Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang berat dan sangat 
membahayakan  kehidupan bangsa merusak generasi muda, serta melemahkan 
ketahanan nasional. Penyalah – gunaan narkotika mendorong adanya pembuatan 
dan peredaran gelap. Tindak pidana narkotika sekarang ini tidak lagi dilakukan  
oleh perseorangan melainkan dilakukan secara bersama – sama, bahkan merupakan 
kejahatan yang  terorganisasi, suatu sindikat yang jaringannya sangat luas. Bangsa 
Indonesia  telah melakukan upaya pencegahan pembuatan dan peredaran gelap  
narkotika. Upaya pencegahan tersebut melalui Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2002 
untuk melakukan perubahan atas Undang - undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. Undang – undang narkotika tersebut disempurnakan atau diubah 
menjadi Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( yang 
kemudian disebut UU Narkotika ). Undang - undang tersebut mengatur diantaranya 
upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui pemberatan 
ancaman pidana denda, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, dan pidana 
mati. Penerapan sanksi pidana mati bangsa Indonesia masih mengakui dan 
mempertahankan legalitas pidana mati sebagai salah satu upaya untuk 
menanggulangi pelaku tindak kejahatan.  
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Hukum positif Indonesia masih mengakui dan menempatkan pidana mati 
sebagai salah satu jenis pidana dan tertuang di dalam KUHP Pasal 10. Dalam 
Undang-undang mencantumkan sanksi pidana mati diantaranya UU Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika  terdaapat pasal – pasal antara lain  :  
Pasal 113 (2) 
Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuktanaman 
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau 
dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 114 ( 2 ) 
 
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika 
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman 
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau 
dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidanamati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 
(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana mati dalam menangani suatu perkara 
pidana  berdasarkan peraturan tersebut. Tindak pidana kejahatan tertentu yang 
tergolong berat dan serius serta membahayakan berbangsa dan bernegara serta 
melemahkan ketahanan Nasional sudah sepantasnya dijatuhi dengan pidana mati. 
Sanksi pidana mati seakan merampas hak azasi manusia menurut UUD NRI Tahun 
1945 Pasal 28 A. Pasal tersebut berisi “ Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan 
mempertahankan hidup dan kehidupannya “. Seseorang tidak dapat menggunakan 
hak-hak yang dimilikinya sebebas-bebasnya menurut UU tersebut sesuai pasal 
berikutnya yaitu Pasal 28 J  berbunyi : 
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Ayat (1)  
“ Setiap  orang  wajib menghormati  hak  asasi  manusia  orang lain dalam tertib 
kehidupan, berbangsa dan bernegara “. 
 
Ayat (2)  
“ Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapan dengan Undang- Undang dengan maksut semata- mata 
untuk menjamin pengakuan sertapenghormatan  atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan  yang adil sesuai dengan pertimbanganmoral, nilai 
nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis “. 
 
Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ), Pasal 4 dan 
Pasal 9, hukuman mati seakan melanggar hak-hak seseorang untuk hidup.  
Pasal 4 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 
 
Pasal 9 
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan 
taraf kehidupannya. 
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan 
batin. 
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
 
Ketentuan  hak dasar manusia itu sebagai Hak Asasi Manusia tidak mutlak atau  
ada pembatasnya  yang manan diatur dalam undang-undang itu sendiri yaitu  dalam 
pasal – pasal  berikutnya : 
Pasal 69 
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan 
tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan 
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta 
menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan 
memajukannya. 
 
Pasal 70 
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
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B.  Rumusan masalah : 
1. Bagaimana kebijakan hukum pidana mempertahankan sanksi pidana  
mati terhadap pada pidana narkotika di Indonesia ? 
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana 
narkotika ? 
 
C. Tujuan  
1. Tujuan Umum  
a. Untuk mengkaji dan menganalisis Permasalahan terhadap hukuman 
pidana mati di Indonesia.  
b. Untuk memberikan kontribusi bagi ilmu hukum pada umumnya dan 
sistem pemidanaan di Indonesia pada khususnya.  
2. Tujuan Khusus 
1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Perspektif  Hak Azasi 
Manusia Indonesia terhadap hukuman  pidana mati bagi pelaku tindak 
pidana narkotika dan kedudukan pidana mati dalam politik pidana 
Indonesia. 
2. Untuk memberikan kontribusi gagasan dalam kebijakan hukum pidana 
dalam upaya menanggulangi pelaku tindak pidana narkotika di 
Indonesia. 
D.  Manfaat Penelitian  
Setiap karya tulis ilmiah mempunyai suatu manfaat baik dipandang dari segi 
teoritis maupun praktisnya.  
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1.  Manfaat Teoritis 
Manfaat karya ilmiah ini secara teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi 
untuk keperluan pengembangan keilmuan sehingga dapat diharapkan 
memberimasukan terhadap perkembangan Ilmu Hukum Pidana, sekaligus 
pengetahuan tentang  Perspektif  terhadap pidana mati bagi pelaku tindak 
pidana narkotika. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi 
masyarakat, Mahasiswa,  institusi  maupun pkaktisi hukum  terkait hal 
implementasi kebijakan hukum pidana dalam hukuman pidana mati. 
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat guna memberikan 
sumbangan pemikiran guna pengembangan studi di bidang politik hukum 
pidana, khususnya terkait dalam penjatuhan hukuman pidana mati terhadap 
pelaku tindak pidana narkotika. 
 
E. Metode Penelitian  
 Suatu karya ilmiah membutuhkan informasi dan data serta analisa yang 
bersifat ilmiah. Sebagaimana karya tulis ini dibutuhkan suatu metode dan 
penyusunan yang sistematis. Metode penelitian merupakan kerangka pikir yang 
mengarah pada penelitian. Penulisan ini mengambil tema Kedudukan sanksi Pidana 
Mati  Pada Tindak Pidana Narkotika ( Kajian Kebijakan Hukum Pidana ) . 
Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif  yaitu 
penelitian yang meneliti bahan- bahan hukum atau kajian kepustakaan.
8
 Penelitian 
dengan menganalisa secara deduktif  dimulai terhadap analisa terhadap peraturan - 
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peraturan dan perundang - undangan  yang mengatur terhadap permasalahan. 
Penelitian hukum secara yuridis yang dimaksut penelitian yang difokuskan untuk 
mengkaji penerapan kaidah – kaidah tau norma – norma dalam hukum positif. 
penelitian yang mengacu pada studi kepustakaaan yang ada   atau pun terhadap 
data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya  penelitian 
hukum yang bertujuan untuk  memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan 
antara peratuan perundang - undangan  dengan peraturan lain. Penelitian Hukum 
Normatif ( yuridis normatif ) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan 
dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
9
  
1. Metode Pendekatan   
Permasalahan yang diamabil dalam penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan perundang - undangan. Pendekatan dilakukan dengan cara 
melakukan telaah dan pengkajian  peraturan perundang – undangan yang 
berkaitan dengan isu yang menjadi putusan tema penulis. Pendekatan lain 
juga digunakan dalam penelitian guna memperjelas analisa ilmiah yang 
diperlukan dalam penelitian normatif.  
2. Spesifikasi Penelitian  
Spesifikasi Penelitian yang dipakai  dalam Peneletian ini  adalah diskriptis 
analitis  yaitu  penelitian  yang bertujuan untuk  memberikan  gambaran 
sacara rinci , sistematik dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu  yang 
berhubungan  dengan masalah  penerapan hukum  sanksi pidana mati, 
dalam tindak pidan narkotika. Penerapan hukum mendasarkan pada 
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peraturan perundang – undangan  yang berlaku  serta  praktek pelaksanaan 
hukum positif  yang  menyangkut permasalahan. 
3. Sumber  Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian guna pembahasan dan 
penulisan tema tersebut di atas adalah bahan hukum  yaitu terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif  ( 
mempunyai kekuatan hukum ) terdiri dari :  
a.1. perundang – undangan antara lain : Undang – Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( kemudian disebut UUD NRI 
Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( selanjutnya 
disebut KUHP ), Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika ( yang kemudian disebut UU Narkotika, Undang – Undang 
Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ( yang selanjutnya 
disebut UU HAM ). 
a.2. P utusan hakim yaitu : Putusan Pengadikan Negeri ( PN ) Denpasar 
Nomor : 626/Pid.B/2005?PN.Dps. atas nama terdakwa Myuran 
Sukumaran; Putusan Pengadilan Tinggi ( PT ) DKI Jakarta Nomor : 
303/Pid/2015 Tahun2015 atas nama terdahwa Zaini Jamaludin. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bukan merupakan 
dokumen resmi. Bahan hukum terdiri dari buku – buku hukum 
termasuk tesis, sekripsi dan desertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum, 
komentar – komentar atas putusan Pengadilan, Pendapat ahli hukum. 
c. Bahan hukum tersier merupakan bahan – bahan hukum yang 
mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan 
11 
 
 
pemahaman dan pengertian hukum seperti Kamus Besar Bahasa 
Indonesia  dan kamus hukum serta ensiklopidia.   
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data sesuai tema penulis, Kedudukan sanksi Pidana Mati  
Pada Tindak Pidana Narkotika ( Kajian Kebijakan Hukum Pidana ) bahan 
hukum sekunder tersebut diperoleh dari perundang – undangan, Putusan 
Pengadilan, jurnal hukum, laporan hukum, buku - buku ilmu hukum dan 
media cetak atau elektronik serta insiklopedia buku – buku kamus 
selanjutnya dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah 
pengklasifikasian data secara selektif. Guna kelengkapan data juga 
dilaksanakan studi kepustakaan dan media elektronik ( enternet ) yaitu 
membaca, mencatat dan mengutip Tulisan – tulisan karya ilmiah seperti 
Tesis, desertasi, kementar – komentar atas putusan Pengadilan dan 
informasi lain yang berhubungan dengan tema penulisan. 
5. Metode Analisis Bahan Hukum 
Seluruh bahan hukum yang telah ada ditulis dengan menggunakan sistem 
kartu diklasifikasikan. Bahan hukum disusun dan mengklarifikasikan secara 
sistematik dan kuantitatif sesuai dengan pokok bahasannya. Data tersebut 
dianalisis dengan menggunakan metode pengkajian deduktif deskriptif. 
Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal – hal 
yang umum terlebih dahulu untuk selanjutnya dihubungkan dalam bagian – 
bagiannya yang khusus. Deduktif yang berati penarikan kesimpulan dari 
keadaan – keadaan umum menemukan yang khusus dari yang umum. 
Penarikan kesimpulan dari pengertian –pengrtian hukum, norma – norma 
12 
 
 
hukum ( peraturan perundang – undangan ) dan teori – teosi, sistem hukum 
yang bersifat umum menuju ke pengertian –pengrtian hukum, norma – 
norma hukum ( peraturan perundang – undangan ) dan teori – teosi, sistem 
hukum yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan - permasalahan  
yang telah dirumuskan penulis dalam rumusan penelitian ini . Pengkajian 
deskriptif analistik adalah untuk menelaah konsep – konsep yang mencakup 
pengertian –pengrtian hukum, norma – norma hukum dan sistem hukum 
untuk menjawab permasalahan-permasalahan  yang telah dirumuskan dalam 
rumusan penelitian ini.  
Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif ( dogmatik ) 
yaitu menelaah , mensistemasi, mengeterpretasikan dan mengevaluasi 
hukum positif yang berlaku dan penerapannya guna pengkajian tentang 
pokok permasalahan sesuai penulisan ini dengan tema Kedudukan Sanksi 
Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika. 
 
 
 
 
 
